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Abstract. Accurate diagnosis and procedure coding is essential in BPJS Health claim management because coded 
information is used for INA-CBGs grouping. This study aimed to analyze the accuracy of Chapter XIX–XX 
diagnosis and procedure coding in the Emergency Department of RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. A descriptive 
quantitative design was used at the Claim Guarantee Installation in June 2026. Fifty BPJS Health claim records 
involving injury, poisoning, and external-cause cases were selected using quota sampling. Data were collected 
through medical-record observation, structured interviews with emergency physicians, and review of claim-
verification documents. The results showed that 24 records (48%) had accurate diagnosis coding, while 26 (52%) 
were inaccurate. The main problems were insufficient fourth-character specificity, incomplete fifth-character 
coding, and missing external-cause codes. Procedure coding was more accurate, with 36 records (72%) accurate 
and 14 (28%) inaccurate. The findings indicate the need to improve clinical documentation, coding competency, 
audits, and team coordination.
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Abstrak. Ketepatan kodefikasi diagnosis dan tindakan penting dalam pengelolaan klaim BPJS Kesehatan karena 
informasi klinis berkode digunakan dalam proses grouping INA-CBGs. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
ketepatan kodefikasi diagnosis Bab XIX–XX dan tindakan di Instalasi Gawat Darurat RSUD R.T. Notopuro 
Sidoarjo. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif di Instalasi Penjaminan pada Juni 2026. Sampel 
terdiri atas 50 data klaim pasien BPJS Kesehatan dengan kasus cedera, keracunan, dan sebab luar yang dipilih 
menggunakan quota sampling. Data dikumpulkan melalui observasi rekam medis, wawancara terstruktur dengan 
dokter IGD, dan telaah dokumen verifikasi klaim. Hasil menunjukkan 24 data (48%) memiliki kode diagnosis tepat 
dan 26 data (52%) tidak tepat. Permasalahan utama meliputi kurang spesifiknya karakter keempat, 
ketidaklengkapan karakter kelima, dan tidak dicantumkannya external cause. Kodefikasi tindakan lebih tepat, yaitu 
36 data (72%) tepat dan 14 data (28%) tidak tepat. Temuan menunjukkan perlunya perbaikan dokumentasi klinis, 
kompetensi koding, audit berkala, dan koordinasi antarprofesi.
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I. PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari penyelenggaraan jaminan kesehatan yang 
membutuhkan informasi klinis yang lengkap dan akurat untuk mendukung proses administrasi klaim. Dalam 
pembayaran berbasis INA-CBGs, diagnosis dan tindakan yang dikodekan menjadi informasi penting dalam proses 
grouping sehingga ketepatan dokumentasi dan kodefikasi berpengaruh terhadap mutu data klaim [5], [6].

Masalah ketepatan kodefikasi masih ditemukan dalam proses klaim. Penelitian terdahulu membahas 
ketidakakuratan kode diagnosis yang berkaitan dengan penulisan diagnosis, pemahaman struktur kode, serta proses 
pengelolaan klaim [2]–[4], [7]. Penelitian lain menunjukkan bahwa ketepatan kode diagnosis berhubungan dengan 
pengembalian atau pending klaim BPJS [5], [6], sedangkan ketidaktepatan kode diagnosis dan tindakan dapat 
berkaitan dengan perubahan tarif klaim [9].

Pada studi pendahuluan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo ditemukan 1.721 berkas klaim berstatus pending 
dalam periode enam bulan, dengan 563 berkas merupakan klaim rawat jalan. Observasi terhadap 50 data klaim IGD 
juga menunjukkan adanya kesalahan karakter kode diagnosis dan tidak dicantumkannya external cause. Pada kasus 
cedera, informasi mengenai jenis cedera, lokasi, karakter tambahan, dan penyebab luar diperlukan agar kode yang 
dipilih dapat menggambarkan kondisi klinis secara lebih spesifik sesuai struktur ICD-10 [1].

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas ketepatan kode diagnosis secara umum dan faktor penyebab 
ketidakakuratan. Namun, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada ketepatan kode diagnosis Bab 
XIX–XX dan kode tindakan pada klaim IGD, termasuk masalah karakter keempat, karakter kelima, serta external 
cause. Fokus tersebut penting karena dokumentasi kasus cedera di IGD memiliki kebutuhan informasi yang lebih 
spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan kodefikasi diagnosis Bab XIX–XX dan 
tindakan pada klaim pasien BPJS Kesehatan di IGD RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.

II. METODE PENELITIAN
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang dilaksanakan di Instalasi Penjaminan RSUD 
R.T. Notopuro Sidoarjo pada Juni 2026. Populasi penelitian adalah data klaim IGD pasien BPJS Kesehatan pada 
periode penelitian. Sampel berjumlah 50 data klaim kasus cedera, keracunan, dan sebab luar yang dipilih 
menggunakan quota sampling.

Kriteria inklusi meliputi rekam medis pasien BPJS Kesehatan di IGD dengan diagnosis cedera yang 
mengalami perubahan kode diagnosis antara hasil koding awal dan hasil verifikasi, memiliki data nilai total klaim 
INA-CBGs sebelum dan sesudah perubahan kodifikasi, serta telah selesai proses grouping INA-CBGs. Kriteria 
eksklusi adalah rekam medis yang tidak mengalami perubahan kode diagnosis atau tidak memiliki data nilai klaim 
sebelum atau sesudah verifikasi.

Instrumen penelitian terdiri atas lembar observasi, wawancara terstruktur, dan dokumen verifikasi klaim 
BPJS Kesehatan. Data primer diperoleh melalui observasi rekam medis dan wawancara terstruktur dengan dokter 
IGD, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen verifikasi klaim. Ketepatan kode diagnosis dinilai 
berdasarkan pedoman ICD-10, sedangkan ketepatan kode tindakan dinilai berdasarkan ICD-9-CM. Analisis 
dilakukan secara deskriptif dengan menghitung jumlah dan persentase kode yang tepat dan tidak tepat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketepatan kodefikasi diagnosis

Hasil penelitian terhadap 50 data klaim menunjukkan bahwa 24 data (48%) memiliki kode diagnosis yang 
tepat, sedangkan 26 data (52%) tidak tepat. Dengan demikian, lebih dari separuh data yang diteliti belum memenuhi 
ketentuan kodefikasi yang digunakan dalam penelitian.

Keterangan Jumlah Persentase
Tepat 24 48%

Tidak tepat 26 52%
Jumlah 50 100%

Tabel 1. Ketepatan kodefikasi diagnosis

Ketidaktepatan diagnosis terutama berkaitan dengan kurang spesifiknya informasi mengenai jenis cedera, 
lokasi cedera, kondisi luka terbuka atau tertutup, serta bagaimana cedera terjadi. Hasil wawancara dengan dokter 
IGD menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab adalah keterbatasan pemahaman mengenai penggunaan 
karakter keempat dan kelima pada kode diagnosis cedera. Pada kasus cedera, karakter tambahan diperlukan untuk 
memberikan informasi yang lebih spesifik sesuai struktur kode ICD-10 [1].

Permasalahan lain adalah tidak dicantumkannya external cause. Hasil observasi dan wawancara 
menunjukkan bahwa pencatatan penyebab cedera dalam CPPT belum selalu lengkap sehingga coder tidak memiliki 
dasar yang memadai untuk menetapkan kode penyebab luar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan koding 
tidak hanya bergantung pada proses pemilihan kode, tetapi juga pada kelengkapan dokumentasi klinis sejak 
pelayanan di IGD. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai faktor penyebab ketidakakuratan kode 
diagnosis cedera yang menempatkan dokumentasi dan pemahaman koding sebagai bagian penting dalam ketepatan 
hasil koding [2].

B. Ketepatan kodefikasi tindakan

Kodefikasi tindakan pada 50 data klaim menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan kodefikasi 
diagnosis. Sebanyak 36 data (72%) telah menggunakan kode tindakan yang tepat, sedangkan 14 data (28%) tidak 
tepat.

Keterangan Jumlah Persentase
Tepat 36 72%

Tidak tepat 14 28%
Jumlah 50 100%

Tabel 2. Ketepatan kodefikasi tindakan

Tingkat ketepatan tindakan sebesar 72% menunjukkan bahwa sebagian besar data telah dikodekan sesuai 
dengan tindakan yang dilakukan. Meskipun demikian, 28% data masih mengalami ketidaktepatan. Ketidaktepatan 
terutama terjadi karena pemilihan kode prosedur belum sesuai dengan jenis dan lokasi tindakan yang sebenarnya 
dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya dokumentasi tindakan yang rinci dan ketelitian dalam memilih kode 
prosedur berdasarkan ICD-9-CM. Penelitian mengenai pengaruh ketidaktepatan kode diagnosis dan tindakan 
terhadap tarif juga menunjukkan bahwa kualitas kode dapat berkaitan dengan hasil pengelompokan dan pembiayaan 
[9].

Secara keseluruhan, ketepatan diagnosis yang lebih rendah dibandingkan tindakan menunjukkan bahwa kasus 
Bab XIX–XX memerlukan perhatian khusus pada kelengkapan informasi klinis dan penggunaan karakter kode. 
Ketidakakuratan kode dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya pengembalian atau pending 
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klaim, sebagaimana dibahas dalam penelitian tentang ketepatan kode diagnosis terhadap pengembalian berkas klaim 
BPJS [5] dan pending klaim [6]. Oleh karena itu, perbaikan perlu dilakukan sejak tahap dokumentasi dokter, 
dilanjutkan dengan pemeriksaan kode oleh petugas rekam medis atau coder, audit internal, serta koordinasi dengan 
tim verifikasi klaim. Pendekatan tersebut juga sesuai dengan temuan penelitian mengenai faktor ketidakakuratan 
kode diagnosis yang menekankan pentingnya kompetensi dan proses kerja yang mendukung ketepatan koding [2], 
[7].

IV. SIMPULAN

Ketepatan kodefikasi diagnosis Bab XIX–XX pada 50 data klaim IGD RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo masih 
belum optimal, yaitu 24 data (48%) tepat dan 26 data (52%) tidak tepat. Ketidaktepatan terutama berkaitan dengan 
kurang spesifiknya dokumentasi cedera, penggunaan karakter kode yang belum tepat, dan tidak dicantumkannya 
external cause. Sementara itu, ketepatan kodefikasi tindakan lebih baik, yaitu 36 data (72%) tepat dan 14 data (28%) 
tidak tepat. Hasil tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dokumentasi klinis, kompetensi koding, audit 
koding berkala, dan koordinasi antarprofesi agar ketepatan kodefikasi dan mutu pengelolaan klaim BPJS Kesehatan 
dapat ditingkatkan.
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